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Lampiran

Wawancara :

Daftar pertanyaan wawancara.

1. Apakah laporan keuangan dibuat tiap periode?

2. Apakah bendahara desa mengerti tentang tujuan pembuatan laporan

keuangan desa?

3. Apakah isi laporan keuangan sudah relavan untuk memenuhi kebutuhan

pemakaian dalam proses pengambilan keputusan?

4. Apakah tiap informasi keuangan desa dapat disampaikan dalam laporan

keuangan desa?

5. Bagaimanakah jaringan komputer sudah baik digunakan sehingga tidak

menghambat pembuatan laporan keuangan?

6. Apakah bagian keuangan telah memiliki komputer dengan jumlah yang

cukup?

7. Apakah pengolahan data transaksi keuangan menggunakan softwer yg

sesuai dengan peraturan Undang-Undang?

8. Apakah pegawai bendahara harus memiliki latar belakang pendidikan di

bidang akuntansi?

9. Apakah Bendahara sudah mengikuti diklat atau pelatihan?

10. Apakah bendahara memiliki pengetahuan yang cukup tentang akuntansi

dan keuangan?
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11. Apakah bendahara sudah melakukan atau menyelesaikan laporan

keuangan secara tepat waktu?

12. Kendala apa saja yang menjadi penghambat untuk pembuatan laporan

keuangan?
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